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I. UMUM 

Untuk mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak guna 

menunjang pembangunan nasional, Penerimaan Negara Bukan Pajak 

pada Badan Pemeriksa Keuangan sebagai salah satu sumber penerimaan 

negara perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan 

kepada masyarakat. 

 Badan Pemeriksa Keuangan telah memiliki jenis dan tarif atas jenis 

Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 76 Tahun 2013 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis 

Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pemeriksa 

Keuangan. Namun, dengan adanya jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak 

yang baru dan perubahan tarif, perlu mengatur kembali jenis dan tarif 

atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan 

Pemeriksa Keuangan dengan Peraturan Pemerintah. 
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II. PASAL DEMI PASAL 

 

Pasal 1 

 Ayat (1) 

   Huruf a 

Yang dimaksud dengan “jasa penyelenggaraan pelatihan 

pemeriksaan keuangan negara” adalah kegiatan pelatihan 

yang memberikan pengetahuan dan keterampilan di bidang 

pemeriksaan keuangan negara.  

Dalam peraturan ini, terdapat 2 (dua) metode 

penyelenggaraan pelatihan yaitu: 

1. Metode pembelajaran klasikal/tatap muka adalah metode 

pembelajaran melalui pertemuan tatap muka antara 

pengajar dan peserta pelatihan, di ruang yang sama pada 

waktu yang bersamaan juga untuk saling berkomunikasi 

dan berinteraksi. 

2. Metode pembelajaran jarak jauh (distance learning) 

adalah metode pembelajaran di mana pengajar dan 

peserta pelatihan tidak berkumpul di ruang yang sama 

pada waktu yang bersamaan. Interaksi antara pengajar 

dan peserta pelatihan dilakukan dengan memanfaatkan 

teknologi berupa aplikasi komunikasi langsung jarak 

jauh (video conference). 

   Huruf b 

Yang dimaksud dengan “jasa penilaian kompetensi” adalah 

kegiatan mengidentifikasi keahlian, pengetahuan dan 

karakteristik individu, antara lain melalui penilaian 

kompetensi, penilaian potensi, wawancara umum, 

penyampaian umpan balik, dan konseling kerja. 

   Huruf c 

Yang dimaksud dengan “jasa penggunaan sarana dan 

prasarana sesuai dengan tugas dan fungsi” adalah kegiatan 

penggunaan sarana dan prasarana untuk mendukung tugas 

dan fungsi antara lain pendidikan dan pelatihan pemeriksaan 

keuangan negara dan penilaian kompetensi.  
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